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ABSTRAK 

IMPELEMENTASI DAN PENGATURAN HAK ANGKET BERDASARKAN 

HAK-HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF 

HUKUM TATA NEGARA 

OLEH 

ALFIANDO HUTAJULU 

14.400.500.14 

Dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga negara yang masuk kedalam  

ranah legislatif karna dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai 

hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pada hakikatnya ketiga 

fungsi tersebut memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan 

dengan fungsi lainnya. Misalnya ketika DPR menghasilkan Undang-Undang yang 

kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengadakan fungsi 

Pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-Undang. 

Penelitian ini termasuk metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah 

penulis memperoleh sumber datanya melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan membaca, membandingkan serta menganalisa bahan-bahan 

kepustakaan yang penting untuk menggali serta mengembangkan data-data yang 

diperoleh. 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga negara 

independen yang masuk kedalam ranah eksekutif, timbulnya lembaga negara 

independen tersebut banyak membawa implikasi terhadap posisi institusional, 

independensi lembaga negara independen, hubungan dengan lembaga negara lainnya, 

politis ketegangan hubungan dengan DPR  dan pengawasan kelembagaan terhadap 

lembaga negara independen. KPK sendiri melakukan pelaksanaan suatu Undang-

Undang yang merupakan hasil dari produk DPR tersebut sehingga DPR berhak 

melakukan pengawasan melalui Hak Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap 

pelaksanaan suatu undang-undang yang secara khusus KPK melakukan pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

Kata Kunci : Hak Angket, Impelementasi terhadap Lembaga Negara   

Independen 
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